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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: a. bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang

Mengingat :

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah
harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan,
.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb.
pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Data dan
Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai
Kartanegara.

. Pasal 18 ayat (6),Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3638),

. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821),

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

7.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik

8.

Indonesia Nomor 5601):

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 245),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 517):



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah:

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2014 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kutai Kartanegara.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah yang membantu pemerintah
daerah.

4. Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau petunjuk
prosedural bagi seluruh individu yang ada di dalam unit proses
pengelolaan data yang ditetapkan secara tertulis.

5.Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan dan pengendalian serta penggunaan semua
sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Data adalah kumpulan angka, fakta, fenomena atau keadaan
lainnya yang berupa hasil pengamatan, pengukuran dan
sebagainya terhadap obyek yang berfungsi sebagai pembeda dari
obyek yang satu dengan lainnya pada variable yang sama.

7. Informasi adalah hasil dari pengumpulan dan pengolahan data
untuk memberikan keterangan atau pengetahuan.

8. Perencanaan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam ruang
lingkup daerah.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN DATA DAN

INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pasal 2

(1) Standar Operasional Prosedur Manajemen Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan mengatur tentang mekanisme
pengolahan data dan informasi, penanggungjawab data,
pengertian, dasar hukum dan waktu proses, sebagaimana
tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(2) Standar Operasional Prosedur Manajemen Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan merupakan pedoman dalam
penyelenggaraan pengolahan data dan informasi Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai
peraturan pelaksanaanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEG

Ae
DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 38


